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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan dan 
pengendalian keuangan desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa mengenai 
pada Desa Banyumurni, Desa Cibodas, Desa Cibitung, Desa Cidahu dan Desa 
Talagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan pembahasan 
dan hasil analisis dari penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
1.  Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, Perencanaan dan 
Pengendalian Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa Pada Tahun 
2017 di Desa Banyumurni, Desa Cibodas, Desa Cibitung, Desa Cidahu, dan 
Desa Talagamurni dengan menunjukkan angka negatif sebesar 2,065. Hal 
tersebut juga dengan didukung dengan temuan fakta di lapangan bahwa, 
perencanaan keuangan yang meliputi RKPdesa terhadap laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan 
fakta di lapangan. Dengan demikian hipotesis H0 Diterima H1 Ditolak, 
terlihat hasil statistik t tabel pada tingkat signifikansi 5% dari nilai sig atau 
0,754 > taraf signifikansi 0, 05 (5%) yang menyatakan bahwa " Perencanaan 
Keuangan Desa Terdapat Berpengaruh Namun Tidak Signifikan Terhadap 
Pembangunan Desa)"  
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t, berpengaruh 
positif terhadap Pengendalian Keuangan mengenai Pelaksanaan 
Pembangunan tahun 2017 di Desa Banyumurni, Desa Cibodas, Desa 
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Cibitung, Desa Cidahu dan Desa Talagamurni dengan menunjukkan angka 
positif sebesar 3,611. Hal tersebut juga dengan didukung dengan temuan 
fakta di lapangan bahwa, adanya keterbukaan dalam melakukan suatu 
kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi 
semuahak dan kewajiban desa. Walaupun pelaksanakan pengendalian 
keuangan belum sepenuhnya baik dan masih dibutuhkan peran aktif dari 
masyarakat sekitar desa tersebut. Dengan demikian hipotesis H0 ditolak H1 
dierima, yang menyatakan bahwa Pengendalian Keuangan berpengaruh 
terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. 
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji F, Perencanaan Dan 
Pengendalian Keuangan Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa 
tahun 2017 karena hasil dari uji F menunjukan angka 7,002. Hal tersebut 
didukung oleh temuan fakta di lapangan bahwa untuk mencapai 
pengendalian, pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan 
Pelaksanaan pembangunan desa baik secara teknis maupun administrasi. 
Meskipun belum bisa dikatakan baik 100%, pelaksanaan pembangunan desa 
sudah menunjukan prinsip-prinsip pengendalian meskipun masih belum 
optimal. Dengan demikian hipotesis H0 ditolak H1 dierima, yang 
menyatakan bahwa "Pengaruh Perencanaan, dan Pengendalian Keuangan 
Desa berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa".  
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5.2  Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, maka 
peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :  
1. Setiap peraturan perundangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 
sebaiknya dikaji bersama dengan pemerintah desa serta kecamatan agar 
kedua instansi dapat bekerjasama dengan baik dan tidak ada desa yang 
tertinggal informasi atas dikeluarkan aturan baru.  
 
2. Harus Ada upaya perbaikan atau pembenahan di sisi adminitrasi, yaitu 
dengan cara :  
a.  Peningkatan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa di bidang 
pencatatan dan pelaporan keuangan desa, baik secara mandiri 
maupun difasilitasi oleh pemerintah desa. 
b.  Adanya pembinaan atau pelatihan dari instansi pemerintahan 
maupun lembaga pendidikan yang diberi amanat oleh pemerintah 
kabupaten. 
c. Dalam membuat pembukuan atau laporan pertanggungjawaban 
APBDes, pemerintah desa memerlukan pendampingan dari pihak 
atau orang yang memahami akuntansi atau keuangan agar 
pembukuan atas keuangan desa menjadi lebih tertib sehingga 
memudahkan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes  
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d. Menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar 
dapat membantu dan mendampingi aparatur desa dalam hal 
memahami aturan dan pengelolaan keuangan desa.  
3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya untuk menambah sampel dan 
memperluas area sampel bukan hanya kepada aparatur desa dan BPD tetapi 
juga Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan masyarkat 
desanya ataupun lembaga-lembaga desa lainnya.  
 
 
